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BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 33 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor

4286 );

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
uUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan  Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

mor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang No

peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran

Peraturan
Kedudukan Protokoler dan
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Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540),

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578),;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2002
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 88);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 121)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah kabupaten
Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 9, Tambanan Lembaran Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 130);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007

Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun

2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2007
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 128);
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enetapkan

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2007 Nomor 12);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun 2007 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 42.449.908.063,00.
b. Dana Perimbangan Rp 535.324.822.730,00.
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 37.487.464.560,00.

Jumlah Pendapatan Rp 615.262.195.353,00.

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1). Belanja Pegawai Rp 304.051.613.702,00.
2). Belanja Bunga Rp 105.208.007,00.
3). Belanja Subsidi Rp 0,00
4). Belanja Hibah Rp 0,00
5). Belanja Bantuan Sosial Rp 17.216.664.000,00.
6). Belanja Bagi Hasil Rp 1.057.933.000,00.
7). Belanja Bantuan Keuangan Rp 57.491.623.000,00.
8). Belanja Tidak Terduga Rp 994.814.000,00.

Rp 380.917.855.709,00.
b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai Rp 39.777.285.704,00.
2). Belanja Barang Jasa Rp 90.520.500.707,00.
3). Belanja Modal Rp 123.087.294.109,00.

Rp 253.385.080.520,00.

Jumlah Belanja Rp 634.302.936.229,00.

Surplus/ ( Defisit ) ( Rp 19.040.740.876,00. )

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 179.116.853.493,31.

b. Pengeluaran Rp 69.687.096.863,00.

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 109.429.756.630,31.

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan :
Rp 90.389.015.754,31.
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Pasal 2 , ;

Ringl:asan taporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal | tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan reallsas!u
anggaran. -
Pasal «
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana d?njaksud dalarn
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agat setiap. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Ditetankamdi Sukohario

pada tariggal 10 Nopember 2008

BUPATI SUKOHARJO,

MBAMB NG RIYANTO

Diunaangkan di Sukoharjo &
pada tanggal 10 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJIO

U\/\.LL <
—
Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARIO

* TAHUN 2008 NOMOR 183 : : !
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